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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTIA
NOMOR : 118 TAHUN 1968

PRESIDEN RXPUBLIK INDONESIA,

Surat Menteri Keuangan tanggal 11 Maret 1968 No.B.68/
VMX/4/3/1968 perihal Sidang Tahunan Board of Governors
Asian Development Bank.

Bahwa untuk kepentingan Dinas/Negara dianggap perlu me-—
ngirim Delegasi Pemerintah R.I. dibawah Pimpinan Menteri
Keuvangan ke lianila guna menghadiri Sidang Tahunan Board
of Governors Asian Development Bank.

1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan IMPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Surat Keputusan Prﬁsiden R.TI. No. 171 tahun 1967;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 Sep-

tember 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;

Menteri ILuar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium
Biro Iialu ILintas Devisa.

MEMUTUSKAN

e

Menugaskan kepada Delegasi Pemerintah R.I. Jjang terdiri
dari :

l. FPRANS SEDA Drs. Ekon. ~ Menteri Keuangan/Governor
of the Asian Development
Bank for Indonesiaj

2. DRS RADIUS PRAWIRO — Gubernur Bank Sentral/
Alternate Governor of Lhe
Asian MDevelopment Bank for

Indonesisas;
3. AMIEN TJOKROSOESENO — Sek. Djen. Dep. Pertanian;
4. HUSIN ALSEGAF — Pedjabat Bank Negara Indo-

nesia sebagai Sekretaris;
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5¢ Se. PAREIRA - Staf Pribadi Menteri Keuangan;
6. Bo. KHARMAWAN - Executive Direktor Asian De-
velopment Bank sebagai Ad-
viser;

Sekretaris untuk Ekonomi
KBRI Manila/Acting Alternate
Director sebagai Adviser;

untuk pergi ke lManila guna menghadiri Sidang Tahunan

7. RJM. USCDC NOTCDIRDJO

Board of Governors Asia Development Bank dan membitja-
rakan dengan Pimpinan Asian Development Bank tindakanZ2

ﬁi follow-up daripada survey pertanian di Indonesia, Per-

‘ djalanan dinas tersebut memakan waktu + 1 (satu) minggu.

KEDUA

e

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan ber-
angkat dari Djakarta ke Manila pada tanggal/bulan April
1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan
bahwa biaja perdjalanan p.p. ditanggung oleh Pemerintah
Republik Indonesia. '

KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera
berhubungan dengan perwakilan R.I. setempat untuk meng-
! urus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.

KEEMPAT

"es harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan mereka ma-

b sing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian
. harus dikurangi dengan : ’

a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan

b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Per- .

Bahwa selama di Luar Negeri mereka akan menerima uang

wakilan R.I. atau instansi lain, dan diberikan uang
reprentasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet.
Ampera No. 62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966.
KELIMA : Bahwa waktu selama diluar Negeri dihitung penuh sebagai
masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan
gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di In-
donesiag
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KEENAM ¢ Bahwa setelah selesail tugasnjé diluar negeri mereka harus
segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam
djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan

B

a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran
uang Jjang dilakukannja atas tanggungan negara Jjang di-—
sertai dengan banda'ﬂukti jang sah kepada Direktorat
Perdjalanan ; ‘

£ ey

: b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub a) tidak di-
g} penuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai per—
. sekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;

i . c. menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah ten-
tang hasil perdjalanannja diluar negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan dimubah dan
diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan
dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5),
2, Departemen Imar Negeri ,
3. Departemen Keuangan ,

; 4, Departemen Pertanian ,

@ 5. Badan Pemeriksa Keuangan,

. 6. Direktorat Djenderal Anggaran,

7. Direktorium B.L.L.D.,
8., Direktorat Perdjalanan,
9. Kantor Bendahara Negara,

10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/
Bandung ,

11, Xantor Urusan Pegawai ,

12, Perwakilan R.I. di Manila,

13. Bank Negara Indonesia Unit I
1 s/d 13 untuk diketahui dan

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan uptuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.
Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal, 23.Maret 1968.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
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